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Hendra Gunawan Saputra. UPAYA ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN 
HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL 
DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020. 
 Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan 
 Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk Mengetahui Upaya pendampingan 
hukum yang diberikan oleh Advokat terhadap Korban tindak pidana pelecehan 
seksual. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh advokat dalam 
pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana pelecahan seksual di 
wilayah hukum polres tegal. 
 Hasil penelitian ini menunjukan peran advokat dalam pendampingan 
terhadap korban pelecehan seksual diwilayah hukum polres tegal dan bekerjasama 
dengan lembaga perlindungan saksi dan korban ( LPSK). 
 Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi Mahasiswa, Akademisi, Praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Perlindungan Korban, Pendampingan yang 


















Hendra Gunawan Saputra. THE EFFORT OF ADVOCATES IN LEGAL 
ASSOCIATION OF VICTIMS OF SEXUAL HARASSION CRIMINAL AT 
TEGAL POLICE LAW AREA. Thesis. Tegal: Law Study Program, Faculty of 
Law, University of Pancasakti, Tegal, 2020. 
Victims are those who suffer physically and spiritually as a result of the actions of 
others who seek the fulfillment of self or others' interests that are contrary to the 
rights of the injured party 
This study aims: (1) To find out the legal assistance efforts provided by lawyers 
against victims of sexual harassment. (2) To find out the obstacles faced by 
lawyers in legal assistance against victims of criminal acts of sexual abuse in the 
legal area of the Tegal Police Station. 
The results of this study indicate the role of advocates in assisting victims of 
sexual harassment in the area of the Tegal police precinct and in collaboration 
with witness and victim protection institutions (LPSK). 
Based on the results of the study it is hoped that it will become information and 
input material for students, academics, practitioners and all parties who need it in 
the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), 
menyebutkan: “Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan 
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa 
terkecuali.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan 
hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal 
counsel), diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law), 
keadilan untuk semua (justice for all). Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan 
memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses 
keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga 
negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
1
 
Menurut Prof. Dr. P. Borst Hukum adalah peraturan atau norma yaitu 
pedoman hidup yang wajib di taati manusia,dengan demikian hukum bukan 
kebiasaan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. 
Sedangkan Hukum pidana ialah keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu negara yang mengadakan suatu dasar- dasar aturan untuk :  
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh  dilakukan, 
maupun di larang oleh aturan diserta ancaman sangsi berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut . 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 




Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan:(1) Setiap orang yang tersangkut perkara 
berhak memperoleh bantuan hukum.(2) Negara menanggung biaya perkara 
bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 3 huruf a dan b, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Begitu pula dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) 
menyebutkan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari 
keadilan yang tidak mampu. ”Berdasarkan undang-undang tersebut, maka 
setiap orang yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh bantuan 
hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan 
negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu. 
Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar 
hukum, disebabkan berbagai faktor. Baik itu faktor sosial, ekonomi, 
                                                             
2





lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Pada dasarnya, 
hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna 
terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian 
dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada 
di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh 
karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, 
kedamaian, dan ketentraman itu terpelihara dengan baik
3
. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi tindakan kriminal. 
Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan 
menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun 
korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang 
lain.Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 
menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh pelindungan 
sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kehajatan. Akibatnya, 
pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, 
kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal 
masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku 
terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan
4
. 
 Dasar mengenai pemenuhan hak-hak korban diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf a-j tentang Hak Asasi Manusia, Kemudian 
diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
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Perlindungan saksi dan Korban yang diperbaharui dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam 
KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, 
sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang 
juga menjadi saksi setiap proses peradilan pidana. Demi mewujudkan 
pemenuhan hak-hak korban yang dimaksud dalam UUD 1945 dalam bentuk 
pemberian bantuan hukum maka diaturlah mengenai pemberian bantuan 
hukum untuk korban ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum. Syarat yang harus dipenuhi korban untuk 
mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. 
Kewajiban pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang 
dilaksanakan oleh Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 Tentang Advokat. Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah 
terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana 
maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan kerena 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan 
yang memadai, Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum 










Korban dalam proses peradilan pidana adalah orang yang menderita 
akibat dari ketidakadilan
6
. Bantuan hukum secara gratis dapat juga dinikmati 
pihak korban yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat 
bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban, dan guna 
melindungi prinsip justice for all tanpa memandang latar belakang ras, warna 
kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, 
dan ideologi. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana 
tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari 
oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi 
korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk 
mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban
7
.  
Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari 
prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau 
penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali ,Korban yang telah 
mendapatkan bantuan hukum dapat percaya diri untuk menempuh proses 
hukum sesuai alur proses peradilan pidana yang dimulai dari pelaporan kepada 
kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang akan dilanjutkan pada tahap 
penyidikan, lalu kejaksaan yang akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa 
tindak pidana yang dialami korban, hingga pengadilan yang akan memberikan 
putusan terhadap kasus tersebut. Namun dalam praktiknya yang terjadi adalah 
kecenderungan “pembiaran”dari Negara terhadap kepedulian korban 
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kejahatan. Pembiaran yang dimaksud disini adalah keadaan dimana negara 
tidak memberikan patokan berupa peraturan perundang-undangan yang secara 
pasti menulis mengenai hak-hak yang dimiliki korban dan juga segala hal 
yang harus diberikan kepada korban
8
. 
 termasuk sistematika pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak 
hukum apabila seorang korban melapor mengenai tindak kejahatan yang 
dialaminya dan juga saat korban menginginkan keadilan miliknya yang telah 
terampas oleh pelaku kejahatan tersebut dapat dikembalikan kepadanya 
melalui proses peradilan pidana. Karena tidak adanya aturan perundang-
undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan 
banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, dan juga 
pengesampingan keberadaan korban dalam berjalannya suatu proses peradilan 
pidana. Perlindungan Negara terhadap korban yang dirasa masih setengah-
setengah mengundang peran Advokat untuk mengambil alih perlindungan 
melalui pendampingan dalam upaya memberikan bantuan hukum terhadap 
korban yang dilakukan guna menjaga agar korban tidak terus-menerus 
diciderai hak-haknya oleh aparat penegak hukum. Upaya pemenuhan hak-hak 
korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat 
penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak 
pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap 
korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak 
timbul korban yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
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tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: 
“UPAYA ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP 
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI POLRES 
TEGAL‟‟ 
 
B.  Perumusan Masalah 
1.  Bagaimana upaya pendampingan Hukum yang diberikan oleh advokat 
terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual? 
2.  Bagaimana kendala yang dihadapi oleh advokat dalam pendampingan 
hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di polres Tegal? 
 
C.  Tujuan  Penelitian 
a.  Untuk mengetahui upaya pendampingan hukum yang diberikan oleh 
advokat terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual. 
b.  Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh advokat dalam 
pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual 
diwilayah hukum polres Tegal. 
 
D.  Manfaat penelitian  
1.  Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan 
pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terutama 






2.  Kegunaan Praktis  
    Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai 
wawasan pembaca untuk menulis judul skripisi ataupun memberikan 
pengetahuan baru tentang hukum pidana yang terlebih dalam perlindungan 
terhadap korban dan juga dapat berguna bagi pemerintah serta aparat 
hukum baik polisi, advokat, kejaksaan serta pengadilan Negeri untuk 
menegakan keadilan di Indonesia.  
 
E.  Tinjauan Pustaka 
1.  Pengertian Pendampingan Hukum  
Pendampingan hukum merupakan prinsip Negara hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. memerlukan peran advokat 
sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 
pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana di samping 




Satjipto Rahardjo menyebutkan pendampingan hukum adalah 
adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 
mengalokasikan suatu hak azazi manusia kekuasaan kepadanya untuk 
bertindak dalam rangka kepentingan tersebut
10
. 
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Bentuk Pendampingan Hukum bagi rakyat meliputi 2 hal,adalah 
sebagai berikut : 
a) Pendampingan Hukum preventif, yakni bentuk pendampingan hukum 
dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 
bentuk yang defintif. 
b) Pendampingan hukum represif, yakni bentuk pendampingan hukum 
dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. 
2.  Perlindungan Saksi Dan Korban 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan 
perluasan jangkauan terhadap saksi dan korban yang harus dilindungi. 
Maka LPSK mengeluarkan salah satu peraturan mengenai kerjasama antar 
lembaga terkait perlindungan saksi dan korban yaitu dalam peraturan 
lembaga perlindungan saksi dan korban Nomor 3 Tahun 2009 Tentang tata 
cara pembentukan jalinan dan forum kerjasama lembaga perlindungan 
saksi dan korban dengan instansi terkait yang berwenang, Pasal 1 ayat (3) 
dan pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin telah dilarang oleh hukum
11
. 
 Aturan hukum lainya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap 
aspek, budaya, politik, ekonomi dan hukum.dalam undang-undang Nomor 
39 tahun 1999 tentang HAM selalu di tujukan pada semua orang jenis 
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kelamin dan golongan dalam memberikan perlindungan juga terhadap 
korban, anak, dan masyarakat adat. 
3.  Tugas dan wewenang advokat dalam Pendampingan Hukum 
a) Pengertian Advokat  
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 
dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan undang-undang ini. 
Selanjutnya dalam undang-undang advokat dinyatakan bahwa 
advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan 
penegak hukum lainya. (hakim, jaksa , dan polisi) 
Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya 
secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak 
terpengaruh kekuasaan Negara. Advookat dalam sudut pandang 
pribadinya, ia yang mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk 
membela hak-hak hukumnya. Namun dalam membela hak-hak tersebut 
cara berfikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang 
dimiliki dan kode etik profesi dan advokat di atur dalam UU nomer 18 
tahun 2003 tentang advokat
12
. 
4.  Pencegahan kekerasan seksual  
a)  Pengertian kekerasan  
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap korban yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
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seksual penelataran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
b)  pengertian kekerasan seksual 
kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan 
pemaksaan seksual.inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman 
(verbal) dan pemaksaan (tindakan). Di dalam kitab undang-undang 
hukum pidana pengertian kekerasan seksual dapat di temui didalam 
pasal 285 dan pasal 289, di dalam pasal 285 di tentukan bahwa barang 
siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban 
yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual,di hukum karena 
memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. 
Sedangkan pasal 289 disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau 
membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum 




Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap korban memiliki 
cakupan yang sangat luas, antara lain, pemerkosaan, sodomi, seks oral, 
serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme (sexual Gesture) 
serangan seksual secara verbal (sexual remart), pelecehan seksual. 
Dengan demikian, penegak hukum sebagai represintatif dari 
Negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual 
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tehadap korban yang secara de facto di kehidupan masyarakat. Kejelian 
aparat peneak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual 
terhadap korban sangat di butuhkan demi kepentingan memberikan 




Kekerasan seksual memang bukan merupakan  hal yang baru 
ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya 
ditujukan kepada anak, dan korban, melainkan pada laki-laki. Sebab 
kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan 
perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan 




Kekerasan seksual merupakan jenis penganiyayaan yang biasanya 
dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku yaitu : 
a)  Familial abuse  
Termasuk Familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual 
dimana antara korban pelaku masih dalam keluarga inti. Dalam hal 
termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, ayah tiri, dan 
pengasuh. 
b)  Extra Familial abuse  
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar 
keluarga  korban.  Pelaku  biasanya orang  dewasa  yang  dikenal  oleh  
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 korban yang telah membangun relasi dengan korban tersebut
16
. 
     Pelecehan seksual yang dilakukan dibawah kekerasan dan 
diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut 
molester.kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami 
kesulitan untuk mengungkapnya. Namun tak sedikit pula pelaku 
kekerasan seksual pada korban ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, 
tetapi juga dengan menggunakan manipulasi psikologi. korban ditipu, 
sehingga mengikuti keinginanya korban sebagai individu yang belum 
mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan
17
. 
c)  Pencegahan kekerasan seksual Terhadap korban pelecehan seksual  
Rekomendasi untuk mencegah dan melindungi korban dari 
kekerasan seksual juga harus melihat factor lain.kemiskinan juga 
faktor yang meningkatkan kerentanan korban menjadi korban 
kekerasan seksual, terutama eksploitasi seksual dan perdagngan 
manusia.salah satu pencegahan dan perlindungan terhadap korban 
dengan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan dasar               
( kesehatan, pendidikan, dan juga pelindungan sosial ) Menyusun 
Dokumen yang mengkompilikasikan berbagai Pratik terbaik yang 
terbukti berhasil, mengolahnya menjadi strategi untuk diterapkan 
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secara global dan berpotensi mengurangi angka korban pelecehan 
seksual.  
Berikut Upaya pendampingan Korban Pelecehan Seksual sebagai 
berikut :  
a)  Mensosialisasikan bahaya kekerasan seksual 
b) Membangun daya tangkal dan daya tanggap masyarakat terhadap 
kekerasan seksual. 
c)  Menstimulasi kemitraan masyarakat dan lembaga penegak hukum 
dalam pemberantasan kekerasan seksual. 
d)  Membangun Defend Mechanism (mekanisme pertahanan) Dalam 
Rangka penanaman pengetahuan dan penghargaan bagian tubuh 
melalui sosialisasi seksualitas sejak dini. 
e)  Menanamkan percaya diri terhadap diri sendiri 
f)  Membangun komunikasi dua arah  




F.  Metode penelitian  
  Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam 
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terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas masalah-masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan
19
. 
 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dalam 
kontek penelitian ini, maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam 
kegiatan ilmiah yang berkaitan mengenai peran advokat dalam pendampingan 
korban tindak pidana pelecehan seksual. 
1.  Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian 
hukum Normatif (normative law research) Dimaksudkan untuk 
mengetahui Hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang 
sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum 
positif, azaz azaz dan doktrin hukum penemuan hukum dan in concreto, 




2.  Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach), pendekatan 
perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 
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semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah 
dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan isu yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
hukum tetap. 
3.  Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis 
Menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu : 
A. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum primer adalah Bahan Hukum yang bersifat autoratif 
artinya mempunyai otoritas. terdiri dari sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang atas  perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.   
d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana Anak. 
e. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. 
f. Peraturan Menteri Pemberdayaan korban dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor  1 tahun 2010 Tentang Standar pelayanan 




B. Bahan Hukum Sekunder yang akan memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer. Seperti Literatur-Literatur, Buku-buku, Jurnal 
Hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Hukum
21
. 
4.  Metode pengumpulan Data 
 Untuk menunjang pembahasan ini, Diperlukan Data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Library research (studi kepustakaan),Library research merupakan suatu 
cara untuk memperoleh data dengan mempelajari Buku-buku di 
perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu, 
mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perlindungan terhadap korban. 
b. Wawancara. Digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan 
mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden. 
5.  Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Metode 
kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa pengamatan, bahan tertulis 
berupa undang-undang, dokumen, buku-buku dan dan lain-lain yang kemudian 
dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh 
mengenai permasalahan yang akan diteliti, mencari pemecahanya dan menarik 
kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan 
yang diteliti. 
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G. Rencana Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan proposal tersebut terdiri dari 4 bagian bab 
sebagai tahapan didalam penulisan,yaitu : 
1. Bab l Pendahaluan  
Bab l merupakan proposal yang menyajikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
2. Bab ll Tinjauan Pustaka   
Bab ll menguraikan tinjauan tentang perlindungan hukum, bentuk-bentuk 
pelindungan hukum, perlindungan saksi dan korban, Tugas dan wewenang 
advokat dalam pendampingan Hukum, pengertian Advokat, pencegahan 
kekerasan seksual. 
3. Bab lll Hasil penelitian dan pembahasan  
Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang upaya advokat dalam 
pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual. 
4. Bab lV Penutup 










A. Pengertian Pendampingan Hukum 
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendampingan hukum 
merupakan prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara
22
. memerlukan peran advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, 
dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum dalam rangka 
penegakan hukum pidana di samping lembaga peradilan dan instansi penegak 
hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. 
Satjipto Raharjo menyebutkan pendampingan hukum adalah adanya upaya 
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak 




Bentuk Pendampingan Hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, adalah sebagai 
berikut : 
1) Pendampingan Hukum preventif, yakni bentuk pendampingan hukum dimana 
kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
defintif. 
                                                             
22
 Sahuri Lasmadi, 2014.‟‟ Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum‟‟,Jurnal Ilmu 
Hukum,Volume 2, Nomor 7 
23




2) Pendampingan hukum represif, yakni bentuk pendampingan hukum dimana 
lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa
24
. 
B. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan 
atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 
korban, Lembaga Perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disebut 
LPSK adalah adalah sebuah lembaga mandiri yang berkedudukan di ibukota 
Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan diseluruh daerah 
sesuai keperluan
25
   
Dasar Pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur 
perlindungan Korban dn saksi dikarenakan para penegak hukum sering 
mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena adanya ancaman, baik fisik 
maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal dalam suatu proses peradilan 
pidana, saksi (Korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap 
suatu kebenaran materill. 
Aturan hukum lainya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek, 
budaya, politik, ekonomi dan hukum antara lain : 
1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM selalu di tujukan 
pada semua orang jenis kelamin dan golongan dalam memberikan 
perlindungan juga terhadap korban, anak, dan masyarakat adat. 
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2. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak pada pasal 1 angka 3 pengertian anak dijelaskan bahwa anak 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 
telah berumur 12(dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan 
belas) Tahun yang melakukan tindak pidana. 
 
C. Pengertian Hak Korban 
Hak Korban merupakan dari hak asasi manusia. hak Korban intrumen 
yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum 
mengenai hak-hak Korban yang merupakan sebuah  hak asasi manusia yang 
memasukan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya. Indonesia secara Teknis telah dengan sukarela 
mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkadung dalam ketentuan 
hukum mengenai hak-hak Korban dan saksi sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban  yang 
dapat dikelompokan menjadi : 
a. Hak terhadap kelangsungan Hidup ( survival Reights ) 
Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak korban untuk melestarikan dan 
mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan 
tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Disamping itu Negara 
berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang 
dapat di jangkau,dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, 




b. Hak untuk Tumbuh berkembang ( Development Reights ) 
Hak untuk Tumbuh berkembang untuk meliputi segala bentuk pendidikan 
(baik secara formal maupun Non-formal ) dan hak untuk mencapai standar 
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan 
sosiap korban. 
c. Hak untuk berpartisipasi ( Participation Rights ) 
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam 
segala hal yang memengaruhi korban. 
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang hak azazi 
manusia ( HAM ). Hak korban dijelaskan pada bagian kesembilan tentang 
Hak korban yaitu : 
1. Pada pasal 45 
Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia . 
2. Pada pasal 46 
Sistem pemilihan kepartaian,Pemilihan anggota badan legislatif dan sistem 
pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan 
wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. 
3. Pada pasal 47 
Seseorang yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing 
tidak secara otomatis mengikuti ststus kewarganegaraan suaminya tetapi 
mempunnyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau memperoleh 






4. Pada pasal 48  
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan. 
5. Pada pasal 49 
a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, 
jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalm 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 
reproduksi wanita. 
c. Hak khusus yang melekaat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya,dijamin, dan dilindungi oleh hukum. 
6. Pada pasal 50  
Wanita yang dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. 
7. Pada pasal 51 
a. Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 
berkenaan dengan kehidupan perkawinanya, hubunganya dengan anak-




b. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan 
tanggung jab yang sama dengan anak-anaknya dengan memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi anak. 
c. Setelah putusnya perkawinan seseorang wanita mempunyai hak yang 
sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
herta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Upaya pendampingan Korban perlu dilaksanakan sejak dini mungkin dan 
secara komprehensif meletakan kewajiban memberikan pendampingan 
kepada korban berdasarkan azaz-azaz : 
a. Asas Nondiskriminasi 
Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan,membatasi,atau 
mengucilkan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung 
berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, 
ataupun jenis kelamin, yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak hak-hak 
korban. 
b. Asas kepentingan yang terbaik bagi korban  
Asas demi kepentingan terbaik korban adalah asas yang menekankan 
bahwa dalam semua tindakan berkaitan dengan korban yang dilakukan 
oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, 





c. Asas Hak untuk Hidup 
Kelangsungan hidup dan perkembangan adalah asas yang menekankan 
bahwa setiap korban mempunyai hak untuk hidup dengan aman, Tentram, 
Damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas pemenuhan 




D. Perlindungan Hukum  
Keterangan saksi dan Korban dalam kasus tindak pidana adalah salah satu 
bagian penting dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan keterangan saksi 
atau korban dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan 
sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka persidangan 
sehingga kebenaran materil dari sebuah kasus bias terungkap. Tuntutan dari 
keberadaan saksi atau korban adalah saat memberikan keteranganya, dia 
dapat memberikan keteranganya di persidangan. Saksi atau korban ini 
dibawah tekanan atau takut keterangan yang diberikanya akan berakibat 
buruk terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya. 
Oleh karena itu untuk terciptanya rasa aman bagi para saksi  dan korban 
pemerintah menjamin sebuah perlindungan diberikan oleh Negara yang diatur 
dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan korban. 
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1. Saksi  
Definisi saksi telah banyak dituliskan  dalam berbagai literatur peratursn 
perundang-undangan dan para ahli hukum,dalam Undang-undang Nomor 
31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 
2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahkan saksi dibagi menjadi 2 
yaitu, saksi dan saksi pelaku. Defenisi saksi sebagian diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 




b. Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 
Undaang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi 
dan korban. 
1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan Keterangan guna 
kepentingan penyelidikan,penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar 
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2) Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang 
bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu 
tindak pidana dalam kasus yang sama. 
Dalam praktek peradilan pidana, terdapat dua jenis saksi yang disebut 
sebagai saksi yang  meringankan (a de charge) dan saksi yang dianjurkan 
oleh terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang ditujukan 
terhadap dirinya. Landasan Hukum mengenai saksi yang meringankan telah 
diatur dalam pasal 65 KUHAP yang mengatakan tersangka atau terdakwa 
berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang 
memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan 
bagi dirinya. Selain itu Dasar Hukum saksi a de charge juga diatur dalam 
pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi Dalam pemeriksaan tersangka 
ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan 
bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. 
Sementara saksi yang memberikan adalah saksi yang keteranganya 
memberatkan terdakwa dan diajukan oleh pihak penutut umum. Hal-hal yang 
mengatur tentang saksi yang memberikan disebutkan dalam pasal 160 ayat 
(1) KUHAP yaitu. 
a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seseorang demi seseorang menurut 
urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah 




b. Yang pertama-tama didengar keteranganya adalah korban yang menjadi 
saksi. 
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang 
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara 
dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut 
umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkanya putusan, 
hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 
2. Korban  
Pengertian Korban telah dikemukakan baik oleh peraturan perundang-
undangan maupun para ahli yang membahas mengenai korban kejahatan, 
sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 
korban. 
Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan 
Rekonsiliasi 
Orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan,baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, 




dasarnya sebagai akibat pelanggaranya hak asasi manusia yang berat 
termasuk korban atau ahli warisnya. 
 
c. Arief Gosita 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain  yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak 




d. Siswanto Sunarso 
Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan 
dan/atau rasa keadilanya secara langsung terlah terganggu sebagai 




E. Tugas dan wewenang Advokat dalam pendampingan Hukum 
Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan 
instansi penegak hukum lainya. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang 
Advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak 
hukum, Bebas dan mandiri yang dijamin oleh Hukum dan peraturan 
perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai penegak hukum ialah 
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guna memberikan bantuan hukum kepada klienya yang bersangkutan dengan 
masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan advokat adalah sebagai lembaga 
penagak hukum diluar pemerintahan. Peranan seorang advokat dalam rangka 
menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia‟‟  
Rincian dari tugas-tugas dan Tanggung jawab Advokat terdiri dari : 
1. Mewancarai seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat  
hukum ahli. 
2. Meneliti dan dapat memperisiapkan kasus dan menghadirkan mereka di 
pengadilan. 
3. Menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis 
untuk kasus perdata dan pidana. 
4. Penghubung dengan suatu professional lain seperti pengacara. 
5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu. 
6. Mewakili para klien dipengadilan, pertanyaan public, arbitrase dan 
pengadilan. 
7. Mempertanyakan seorang saksi. 





Menurut satjipto Rahardjo, Advokat merupakan profesi mulia, Karena ia 
dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu 
perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata 
usaha Negara, putusan di mahkamah konstitusi. Selain itu advokat juga dapat 
menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk 





F .Pengertian kekerasan seksual. 
1. Pengertian kekerasan  
Di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas 
perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang perlindungan 
Anak,pada pasal 1 ayat (16) menjelaskan kekerasan adalah setiap 
perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelataran, termasuk ancaman, 
untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan Hukum. 
 Secara Teoritis, kekerasan Terhadap korban di definisikan sebagai 
perlakuan fisik , mental , atau seksual yang umumnya dilakukan oleh 
orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan 
korban yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman 
terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban. Contoh paling jelas dari 
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tindak pelecehan yang dialami korban adalah memegang dan memaksa 
jenis kelamin korban. Namun demikian perlu sadari bahwa Kekerasan 
Terhadap korban sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan dan 
penyerangan fisik saja melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui 
pornografi dan penyerangan seksual,(sexual assault) . 
 Pelecehan akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada 
korban dampak yang ditimbulkan pada fisik, psikis dan moral. Dampak 
kekerasan fisik yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh korban, dimana 
dampak yang dirasakan oleh korban, dimana dampak yang dirasakan oleh 
korban bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, Dampak yang terjadi 
dapat secara langsung maupun tidak langsung atau jangka pendek dan 
jangka panjang. Perkembangan korban yang mengalami kekerasan pada 
umumnya lebih lambat pada korban Normal.yaitu : 
a. Dampak langsung  terhadap Kekerasan Terhadap korban 5% 
mengalami kematian, 30% mengalami kompilasi serius seperti patah 
tulang, luka bakar dan cacat menetap. 
b. Terjadi kerusakan menetap pada susunan pada syaraf yang dapat 
mengakibatkan retardasi mental, kejadian kejang ataupun hidoscfalus. 
 
2. Pengertian kekerasan seksual. 
Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan 




(Verbal) dan pemaksaan (tindakan)
32
 Kekerasan seksual terhadap anak 
menurut  ECPAT  (End  child  prostitution  ln  asia tourism) I nternasional  
merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang 
lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, 
sauadara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut digunakan 
sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan 
ini menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Kegiatan-
kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak 
tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bias berarti melakukan 
tindak perkosaan ataupun pencabulan
33
. 
 Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas 
perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, pada pasal 1 ayat (15) menjelaskan pendampingan khusus adalah 
suatu bentuk pendampingan yang diterima oleh anak dalam situasi dan 
kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman 
yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sedangkan 
bentuk pendampingan khusus bagi korban korban kejahatan seksual 
dijelaskan melalui upaya : 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan. 
b. Rehabilitas sosial. 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. 
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d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap korban memiliki cakupan 
yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, serangan seksual, 
secara visual (sexual remart), pelecehan seksual. Dengan demikian penegak 
hukum, sebagai representatife dari Negara. Harus jeli benar memahami 
bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap korban yang secara de facto di 
kehidupan masyarakat. Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami 
bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap korban sangat dibutuhkan demi 
kepentingan memberikan pendampingan korban dari kekerasan seksual secara 
menyeluruh dan maksimal‟‟. 
Kekerasan  seksual  cenderung  menimbulkan  dampak  traumatis  
baik  pada  anak  maupun  dewasa.  Namun  kasus  kekerasan  seksual  sering 
tidak  terungkap  karena  adanya  penyangkalan  terhadap peristiwa kekerasan 
seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekrasan seksual ini terjadi 
pada anak-anak dan korban, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak 
mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu anak cenderung takut 
melaporkan karena mereka merasa terancam akan  mengalami konsekuensi 
yang lebih  buruk  bila  melapor,  anak  merasa  malu  untuk  menceritakan 
peristiwa  kekerasan  seksualya,  anak  merasa  bahwa  dan  peristiwa 




nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan 
adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa 
ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut
34
. 
Tindakan pelecehan seksual pada korban membawa dampak dan fisik 
kepada korbannya. Secara emosional korban dan anak sebagai korban 
pelecehan seksual mengalami stress, depresi, gangguan jiwa, adanya 
perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan 
dengan orang lain, bayangan kejadian dimana korban menerima kekerasan 
seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan 
dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, 
masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan 
bunuh diri, keluhan somatic, kehamilan yang tidak diinginkan
35
 
Pelecehan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga 
masyarakat terlebih pada saat ini pelecehan seksual tidak hanya ditujukan 
kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab 
kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan 
perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan 
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Pelecehan seksual merupakan jenis penganiyaan yang biasanya dibagi 
dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu : 
a. Familial abuse 
Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual 
dimana antara korban dan pelaku masih dalam keluarga inti.  Dalam 
hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, 
misalnya ayah tiri, pengasuh. 
b. Extra familial abuse 
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga 
korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak 
dan telah membangun relasi dengan anak tersebut
37
. 
Pelecehan seksual yang dilakukan dengan kekerasan dan diikuti 
ancaman, sehingga korban tak berdaya itu tersebut molester. Kondisi itu 
menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk 
mengungkapnya. Namun tak sedikit pula pelaku pelecehan seksual pada 
korban ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan 
menggunakan menipulasi psikologi. korban tertipu, sehingga mengikuti 
keinginanya., korban sebagai individu yang belum mencapai taraf 
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Pelecehan seksual terhadap korban dapat dilihat dari sudut pandang 
biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis 
pada korban tersebut. Secara biologis sebelum pubertas, organ-organ vital 
tidak disiapkan untuk berhubungan intim. jika dipaksakan maka akan 
merusak jaringan, ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi 
kekerasan sedangkan dari sudut pandang sosial, dorongan seksual 
dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin 
diketahui oleh orang lain pelaku akan berusaha membuat korban yang 
menjadi sasaran tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin 
dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi
39
. 
Di dalam kasus pemerkosaan telah menimbulkan reaksi-reaksi 
sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang 
telah dijatuhkan selain dari pada pemerkosaan yang disorot, sering juga 
orang membicarakan penanggulangan akibat pemerkosaan. Berdasarkan 
ilmu hukum maka pihak korban dapat menuntut kerugian/ganti rugi 
terhadap terhadap pihak terpidana. Selain dari pada itu sudah saatnya 
Department sosial/Dinas sosial memikirkan korban-korban kejahatan 
karena pada hakikatnya, anggota masyarakat tersebut mangalami musibah. 
Perhatian aparat pemerintah yang membidangi masalah sosial, sangat 
berarti bagi yang bersangkutan. Yang paling mendapat sorotan tajam dari 
media mengenai kejahatan terhadap kejahatan kesusilaan adalah 
perkosaan. Sering anggota masyarakat telah menarik kesimpulan tanpa 






dengan baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban 
menangani bukan mustahil aparat tersebut mendapat penilaian yang 
negatif bahkan dituduh tidak jujur. Hal tersebut merupakan hal yang wajar 




Rekomendasi untuk mencegah dan melindungi korban dari pelecehan 
seksual juga harus melihat faktor lain. Kemiskinan juga termasuk faktor 
yang meningkatkan kerentanan korban menjadi korban kekerasan seksual, 
terutama eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Salah satu 
pencegahan kekerasan seksual pada korban dengan program pengentasan 
kemiskinan dan pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, dan 
Perlindungan Sosial ) menyusun dokumen yang mengkompilasikan 
berbagai praktik terbaik yang terbukti berhasil, mengolahnya menjadi 
strategi untuk diterapkan secara global  dan berpotensi mengurangi angka 
kekerasan terhadap korban. Strategi tersebut mencakup sector kesehatan, 
perlindungan sosial, dan pendidikan program penguatan ekonomi keluarga 
perlu dilakukan karena terdapat bukti yang memperlihatkan korelasi antara 
kondisi ekonomi dengan kekerasan terhadap korban. Berikut adalah upaya 
pendampingan pelecehan terhadap korban : 
a) Mensosialisasikan bahaya pelecehan seksual. 
b) Membangun daya tangkal dan daya tanggap masyarakat terhadap 
pelecehan seksual. 
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c) Membangun Defend Mechanism ( mekanisme pertahanan )  dalam 
rangka penanaman pengetahuan dan penghargaan bagian tubuh 
melalui pendidikan seksualitas sejak dini. 
d) Menanamkan rasa percaya kepada orangtua. 
e) Membangun komunikasi efektif dua arah. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Upaya Pendampingan Hukum yang diberikan oleh Advokat terhadap 
Korban tindak pelecehan seksual. 
Pendampingan menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) diartikan 
sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 
suatu tujuan. pendampingan juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai 
suatu maksud tujuan, memecahkan suatu persoalan serta mencari jalan keluar. 
Sedangkan pengertian Advokat menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat adalah Seseorang yang memiliki profesi untuk 
memberikan jasa Hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang 
yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia. Dalam Pendampingan di wilayah Polres Resor 
Tegal mempunyai unit PPA atau bisa disebut Pelayanan Korban dan Anak. 
PPA ini dicakup sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia No. Pol :10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja 
Unit Pelayanan Korban dan Anak ( UNIT PPA ) di Lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Korban dan Anak ( PPA ) adalah 
unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan 




 Advokat mempunyai fungsinya sesuai yang terkandung didalam Pasal 1 
ayat (2) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai 
kedudukan tugas dan fungsi : 
a. Memberikan Konsultasi Hukum. 
b. Bantuan Hukum. 
c. Menjalankan Kuasa. 
d. Mendampingi klien. 
e. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 
Pelecehan seksual terhadap Korban merupakan Pelecehan yang dialami 
anak-anak, Korban dan bahkan laki-laki, yang dapat merusak harkat dan 
martabat bangsa. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ,anak 
merupakan generasi penerus bangsa yang harus wajib dilindungi dari segala 
bentuk kekerasan.  
Dalam upaya pendampingan Hukum terhadap korban pelecehan seksual 
dapat dilakukan oleh : 
1. LPSK 
2. Advokat 
3. Tim medis 
Menurut Adv. Joko Santoso S.H kekerasan seksual yang terjadi di 
Kabupaten Tegal dapat dicegah. Pertama ditingkat keluarga, karna keluarga 
adalah unit kecil yang dapat melindungi anak agar tidak terjadi kekerasan 




anaknya misalkan anak yang hendak pergi bermain atau keluar rumah. Izin 
orangtua dan pengawasan orangtua terhadap anak mutlak dan diperlukan. 
Ketiga, ditingkat lingkungan ataumasyarakat. Ke empat, ditingkat pendidikan, 
pendidikan sangatlah penting untuk mengajarkan upaya apa saja yang 
dilakukan pendidik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak-
anak didalam ruang lingkup pendidikan. Kelima kesadaran masyarakat, 
masyarakat yang sadar dengan adanya undang-undang Perlindungan Anak, 
maka akan senantiasa melindungi anak-anak yang ada dilingkungan dari 
berbagai kekerasan. 
Menurut Adv. Joko Santoso S.H, upaya pendampingan yang diberikan 
kepada Korban baik Korban Maupun Anak yang mengalami pelecehan seksual 
adalah, pihak kepolisian harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
melakukan pengaduan terhadap kepolisian terkait tindak pidana pelecehan 
seksual terhadap korban, pihak kepolisian lebih mengedepankan hak-hak yang 
diperoleh korban dan melakukan pendampingan sampai ditingkat penyidikan, 
memberikan ruang khusus penyidikan, agar korban tidak merasa ketakutan 
ketika dimintai keterangan, penyidik yang bertugas adalah polwan, 
bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Korban, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A dan 
P2KB), serta Rumah sakit. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum pihak 
kepolisian melakukan proses Diversi, semua pihak yang terlibat dalam suatu 








Pendampinga korban pelecehan seksual terhadap korban dan anak tidak 
hanya dilakukan oleh penegak hukum, tetapi pendampingan dapat dilakukan 
dirumah, dimasyarakat serta di sekolah-sekolah.Sebagai orang tua perlu 
mengupayakan agar pelecehan terhadap anak sebisa mungkin dicegah dan 
diatasi, pendampingan tersebut kemudian dapat dilakukan melalui langkah 
internal dan eksternal, pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri korban 
sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua, beberapa hal terkait 
pencegahan internal yang bisa dilakukan antara lain : 
a) Bantu Korban Melindungi Diri, Dengan menjelaskan bahwa tidak ada 
seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan 
pemahaman untuk menolak segala perbuatan yang tidak senonoh dengan 
segera meninggalkan di mana sentuhan terjadi. 
b) Pembekalan Ilmu Bela Diri, Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi 
salah satu solusi agar korban tidak menjadi korban kekerasan. Selain 
mengajarkan kepada korban mengenai disiplin dan membentuk mental juga 
jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri 
dari ancaman-ancamanyang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan 
bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan. 
c) Ciptakan Komunikasi Dua Arah Dengan Anak, Masih banyak orang tua 
yang mengangap bahwa anak adalah orang yang belum memahami apapun, 
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sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan anak. Komunikasi dua arah 
akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi, 
selain itu juga dapat mengajak anak untuk memahami beberapa kondisi 
yang dihadapi orang tua. 
d) Kenali lingkungan tempat anak kita bersekolah dan bermain, ini menjadi 
penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman – teman 
dari anak kita dan orang tuanya pun demikian dengan guru dari anak kita. 
Hal ini sangat penting dilakukan agar sebagai orangtua kita dapat berhati – 
hati dalam mempercayakan anak kita. Karena kekerasan terhadap anak 
persentase terbesar adalah dilakukan oleh orang – orang terdekat dari anak. 
e) Perkuat korban dengan pemahaman agama, setiap agama pasti mengajarkan 
kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan 
menghargai disamping ajaran – ajaran lain di setiap agama. 
a) Sedangkan Pendampingan Ekstrenal yang bisa dilakukan untuk 
meminimalisir pelecehan terhadap anak antara lain: Maksimalkan Peran 
Sekolah, Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah 
memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak. 
Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila 




Pendampingan kejahatan seksual ini diperlukan dirumah, disekolah dan 
di masyarakat. 
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a. Pendampingan dirumah 
1) Kamar tidur orangtua (ayah-ibu) dan anak-anak harus terpisah. Anak 
laki-laki terpisah dengan anak korban, dan pakaian tidur anak korban 
harus tertutup auratnya. 
2) Hindari keberadaan ayah atau orang laki-laki dewasa berduaan dengan 
anak korban di tempat yang sepi. 
3) Hindari ayah atau orang laki-laki dewasa memegang-memegang, 
memeluk, menciumi, dan memangku anak korban. 
4) Hindari ayah atau orang laki-laki dewasa meraba-raba bagian-bagian 
payudara, paha, bokong sampai pada alat kelamin anak korban. 
5) Hindari tayangan atau gambar yang bersifat pornografi dan pornoaksi44. 
 
1) Pendampingan di sekolah 
2)  Hindari suasana berduaan di tempat sepi guru dengan murid 
perempuaannya. 
3) Hindari sikap guru yang berperilaku genit dan suka anak murid. 
4) Hindari sikap guru yang menjanjikan angka rapor bagus dan naik kelas, 
asal anak didik mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh. 
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b. Pendampingan di Masyarakat 
1)  Memberitahukan kepada anak untuk menghindari pemberiaan, orang lain 
berupa uang, permen, mainan, atau makanan dan lain-lain. 
2)  Orangtua hendaknya tahu ke mana anaknya bermain atau bepergiaan, izin 
orang tua dan pengawasan orangtua terhadap anak mutlak diperlukan.  
Berpakaiaan anak harus sopan, tertutup aurat, agar tidak mengundang 
hasrat seksual bagi orang lain yang melihatnya 




2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam pendampingan hukum 
terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual. 
Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan seorang 
yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam 
pengadilan atau seorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan 
di seluruh Negara Republik Indonesia. Dalam pendampingan ada beberapa 
yang menjadi kendala dalam melakukan pendampingan hukum terhadap 
korban tindak pidana pelecehan seksual, antara lain :  
 
 








1.  Kendala Internal 
Kendala Internal adalah Kendala yang berasal dari dalam advokat itu 
sendiri, kendala internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan, dan Organisasi 
Advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi Pembelaan 
nantinya, sebagai contoh kendala SDM ini bahwa tidak semua Advokat 
memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak 
sesuai dengan keahlianya Advokat/Penasihat hukum yang bersangkutan Dapat 
menolak perkara /kasus yang ditanganinya. 
2 . Minimnya Biaya Pendampingan 
Minimnya Biaya yang sediakan oleh Negara untuk membiayai 
penyediaan jasa penasihat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ( 
Prodeo ) Pada setiap tingkatan pemeriksaan baik itu pada tingkat 
penyidikan, penuntutan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum 
tetap 
   
Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual tersebut antara 
lain adalah sebagai berikut : 
a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 




d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
1. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang . 
Didalam Undang-undang tersebut dapat ditemui tentang adanya larangan 
perdagangan orang secara eksploitasi seksual atau perdagangan manusia 
baik korban maupun anak-anak, memanfaatkan orgapencabulan. Yang 
termasuk ke dalam unsur eksploitasi seksual adalah pelacuran, kerja atau 
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan 
keuntungan baik materil maupun immateril. Berdasarkan dari uraian diatas 
eksploitasi secara seksual sudah diatur didalam bagian menimbang huruf b 
dan diatur pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 dan 8. 
2. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Kekerasan seksual juga diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pada 




a. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan 
tertentu. 
Kekerasan seksual yang dimaksudkan diatas adalah kekerasan seksual 
yang dialami korban. Karna korban yang menjadi korban kekerasan 
seksual kurang lebih adalah orang-orang terdekat korban, semisal 
pelaku dan tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan pada 
semua kegiatan pelacuran dan merupakan ayah kandung korban sendiri 
melakukan perbuatan kekerasan seksual, sehingga korban mengalami 
trauma yang berlebih. Dan bisa dikategorikan kekerasan seksual 
terhadap korban, misalkan perdagangan korban untuk tujuan seksual, 
eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. 
3. Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
Didalam Undang-undang tersebut menjelaskan serta mengatur tentang 
kekerasan seksual yang berbau pornografi, yaitu pada Pasal 4 Bab II 
Tentang Larangan dan Pembatasan yang berbunyi : 
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 





a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 
Merupakan persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan 
mayat, binatang, oral seks, anal seks, dan homoseksual. 
b. Kekerasan seksual. 
c. Merupakan persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan  
( penganiayaan ) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. 
Pornografi anak. 
Merupakan segala bentuk pornografi yang melibatkan korban atau yang 
melibatkan anak-anak yang berperan atau bersikap seperti anak. 
Pada dasarnya sangatlah jelas Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi, menjelaskan tentang adanya perilaku yang 
menyimpang, contohnya seperti kekerasan seksual, pornografi yang 
melibatkan anak-anak sebagai objek atau model untuk kepentingan 
pornografi. 
4. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Penjelasan umum dari Undang-undang 
tersebut Perlindungan anak menurut uraian secara sistematis mengenai 
latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, dimana disitu 
tertulis: 
„‟Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 




tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif 
dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan 
terhadap anak khususnya yang berkaitan dengankekerasan seksual 
semakin meningkat tajam. Oleh karena itu, negara perlu mengambil 
langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya 
memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk 
pencegahan (preventif) dengan tidak hanya memberikan tindakan berupa 
kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi 
pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 
a. Sebagaimana diketahui PERPU Perlindungan Anak dan korban 
dibentuk berdasarkan pertimbangan ( konsiderans ) sebagai berikut
47
. 
Adanya jaminan dari negara terhadap hak korban atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Adanya fakta bahwa kekerasan seksual terhadap korban semakin 
meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa 
korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang korban, serta 
mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan 
ketertiban masyarakat. 
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c.  Fakta bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pelecehan 
seksual terhadap korban belum memberikan efek jeradan belum mampu 
mencegah secara komprehensif terjadinya pelecehan seksual terhadap 
korban
48
. Dalam hal ini sangatlah jelas pembuatan PERPU 
Perlindungan Anak dan korban dimunculkan ketika sejumlah kalangan, 
terutama Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dalam berbagai 
kesempatan bahwa Indonesia sedang berada dalam status Darurat 
Kejahatan Seksual. PERPU Perlindungan Anak dibentuk sebagai 
bagian dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia 
melalui revisi atau perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
49
. 
B. Pembahasan  
Proses Advokat Dalam pendampingan Hukum Korban Pelecehan Seksual 
terdiri dari beberapa hal yang meliputi : 
1. Mendapatkan surat kuasa dari korban tindak pidana pelecehan 
seksual. 
2. Membantu korban secara Cuma-Cuma (Pro-deo) terhadap korban 
tindak pidana pelecehan seksual. 
3. Mendapatkan amanah dari lembaga Bantuan Hukum untuk 
mendampingi Korban tindak pidana pelecehan seksual. 
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Dalam hal ini proses pendampingan terhadap korban tindak pidana 
pelecehan seksual dilakukan dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai 
ketingkat persidangan. 
Didalam tingkat penyidikan Advokat berhak mendampingi korban 
pelecehan seksual, Polres Resor Tegal mempunyai Unit PPA ( Pelayanan 
Korban dan Anak ), Unit PPA mempunyai tugas dan wewenang 
memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan 
anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah Unit PPA 
menggunakan Standar Operasional Penanganan Kasus Anak pada Unit 
PPA. Ada beberapa yang dilakukan oleh Unit PPA untuk mencerminkan 
sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual 
terhadap anak. Diantaranya yaitu : 
a. Pihak Unit PPA memberikan konsultasi kepada keluarga korban atau 
korban itu sendiri, mengenai peristiwa yang dihadapi oleh korban. 
b. Mendampingi dalam pembuatan laporan, setelah adanya kepastian 
mengenai tindak pidana yang telah diceritakan korban maupun keluarga 
korban. 
c. Setelah pihak Unit PPA mendampingi dalam pembuatan laporan, maka 
langkah yang di ambil adalah mengantar korban tersebut ke rumah 
sakit, guna untuk kepentingan visum. Tujuan visum tersebut untuk 
mempermudah proses pembuktian karna tindak pidana kekerasan 
seksual sangatlah baru, sehingga dengan hasil visum tersebut 




d. Melapor ke Sat Reskrim mengenai tindak pidana pelecehan seksual 
terhadap korban, guna mendapat persetujuan dari pimpinan untuk 
melanjutkan proses tindak pidana tersebut. 
e. Mendampingi korban yang menjadi korban pelecehan seksual sampai 
pada penyidikan, dengan mengedepankan hak-hak yang diperoleh 
korban. 
f.   Melakukan penyidikan atau bisa disebut Olah TKP ( Tempat Kejadian 
Perkara ). Hal ini bertujuan untuk melengkapi bukti lain. 
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal dalam hal 
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan mengupayakan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat, dengan diadakannya 
penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami 
Perundang-undangan terkait kekerasan seksual, khususnya Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dari 
itu masyarakat dituntut untuk turut membantu pihak Polres Resor Tegal 
dalam menegakan hukum. Masih rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat sehingga pengetahuan akan hukum masih minim. Selain 
melakukan penyuluhan hukum, pihak Unit PPA (pelayanan korban dan 
anak) Polres Resor Tegal dalam menegakan hukum yaitu dengan 
mendampingi korban dalam pembuatan laporan polisi, laporan polisi 
dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SPKT bertugas 




penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, 
mengantarkan anak yang menjadi korban ke rumah sakit dengan tujuan 
visum, membuat berita acara pemeriksaan anak yang didampingi oleh 
orang tua korban, psikolog, didampingi penasehat hukum, dalam hal 
penyelidikan Unit PPA memeriksa saksi-saksi yang melihat kejadian 
perkara tersebut, jika tidak ada saksi maka korban akan dimintai 
keterangan dalam kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh 
Polwan dan psikolog, mengecek keberadaan pelaku serta 
menangkapnya, setelah pelaku tertangkap maka akan dimintai 
keterangan mengenai kekerasan seksual terhadap anak
50
. 
Menurut Kepala Unit PPA Polres Resor Tegal Iptu Aris Maryono, S.H. 
pelecehan seksual terhadap anak dan korban di Kabupaten Tegal setiap tahun 
selalu meningkat, rata-rata kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten 
Tegal pelaku merupakan anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil 
penelitian yang diperoleh penulis, berikut adalah data dari unit PPA Polres 
Resor Tegal mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tegal. 
Penulis mengambil data dari tahun 2015 sampai 2019 yang disajikan dalam 
tabel berikut : 
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Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Tegal 
Tahun 2015-2019 
No Jenis Kekerasan 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Pencabulan 5 11 6 1 1 
2. Eksploitasi 
Seksual 
- - - 1 - 
3. Pemerkosaan 6 8 7 5 7 
 
Berdasarkan data diatas kekerasan seksual terhadap anak dan korban 
meningkat dari tahun ke tahun, khususnya untuk kasus pemerkosaan setiap 
tahun selalu meningkat, untuk kasus pencabulan angka tertinggi yaitu pada 
tahun 2016-2017, kasus yang tidak terjadi yaitu eksploitasi seksual hanya ada 
satu kasus di tahun 2017. Oleh sebab itu maka aparat penegak hukum, 
khususnya kepolisian agar dapat mencegah angka tingginya kekerasan 
seksual terhadap anak di Kabupaten Tegal. Dengan melibatkan dari berbagai 
lembaga-lembaga yang terkait, sertaperan masyarakat untuk ikut serta dalam 
melindungi anak agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 
Kasus pelecehan seksual tersebut meperlihatkan betapa lemahnya sistim 
hukum untuk melindungi dan menjamin akses keadilan bagi korban. 
Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak  sudah  mengalami  perubahan  kedua  kalinya menjadi Undang-undang 




Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan perlunya 
pemberatan sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku 
kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pencegahan 
dan rehabilitasi serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, 
karena kejahatan sudah sangat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak, serta dampak yang diakibatkan menjadi trauma seumur hidup. 
Tetapi dengan fakta yang ada sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya memberikan efek jera 
dan belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 
Kekerasan seksual terhadap anak, mungkin bisa diselesaikan secara 
restorative, hal tersebut bergantung pada kondisi si korban, sebab beberapa 
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus pelecehan seksual terhadap 
korban akan terhambat dengan faktor masyarakat dan faktor budaya yang ada 
didalam masyarakat itu sendiri. 
Menurut Kepala unit PPA Iptu Aris Maryono, S.H. untuk 
mengoptimalkan kinerja unit PPA dan mencegah terjadinya Pelecehan 
terhadap anak unit PPA melaksanakan pelayanan 24 jam. Unit PPA dalam 
mencegah pelecehan seksual terhadap anak dan korban lebih 
memprioritaskan hak-hak anak dan korban serta bantuan pendampingan 
terhadap anak sampai pada penyidikan. Perlindungan yang dilaksanakan 




korban tidak serta merta mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak. 
Tetapi berdasarkan pelaksanaan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi 
atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan 
seksual yang dilaksanakan unit PPA Polres Resor Tegal menggunakan 
perlindungan secara preventif dan perlindungan represif. 
1. Perlindungan Preventif 
Perlindungan secara preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
Polres Resor Tegal untuk mencegah semakin banyaknya kekerasan terhadap 
anak khususnya kekerasan seksual, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan 
sosialisasi kepada masyarakat. 
2. Perlindungan Represif 
Perlindungan represif merupakan upaya yang dilakukan unit PPA Polres 
Resor Tegal dalam melaksanakan bentuk pelayanan terhadap anak yang 
menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan untuk memberikan rasa 
aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor 
atau saksi korban di wilayah hukum Polres Resor Tegal‟‟. 
Upaya pendampingan yang dilaksanakan oleh Polres Resor Tegal, yaitu : 
a. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar selalu tertib dan 
menciptakan rasa aman. 
b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap 




di sekolah-sekolah, di tingkat universitas, pondok pesantren, karang taruna 
dan ibu-ibu PKK. 
c. Pelaksanaan penyuluhan mulai ditingkat desa dan kecamatan. 
d. Pendataan masyarakat. 
e. Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman atau 
sanksi pidana kekerasan terhadap anak terkhususnya kekerasan seksual. 
f. Menghimbau kepada masyarakat untuk saling bekerjasama dengan 
kepolisian jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dan 
melaporkan. 
g. Memberikan peringatan dan bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak 
serta dampak buruk bagi masa depan anak. 
h. Menghimbau para orang tua atau masyarakat saling menjaga anak, agar 
tidak ada unsur kekerasan terhadap anak. 
i. Mengadakan penyuluhan hukum, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 
di wilayah Hukum Kabupaten Tegal, sehingga pengetahuan akan hukum 
masih rendah, oleh sebab itu harus diadakannya bimbingan dan penyuluhan 
tentang hukum dari aparat penegak hukum. 
j. Melaksanakan Patroli secara rutin 
k. Dengan diadakan patroli yang rutin maka akan meminimalisir terjadinya 
tindak pidana. Dimana aparat kepolisian terjun 
langsung ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan 





l. Bekerjasama dengan petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai 
dengan kelurahan atau bisa kita sebut Bhabinkamtibmas. 
Polri yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan dapat disebut 
Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat), tugas pokok Bhabinkamtibmas didasarkan pada Pasal 27 
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Tugas pokok Bhabinkamtibmas 
adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau 
negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. 
m. Berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak, Polres Tegal tidak 
menampung anak korban kekerasan seksual, tetapi Polres Tegal telah 
bekerjasama dengan pihak instansi-instansi atau lembaga yang menaruh 
perhatian terhadap persoalan anak. Beberapa instansi yang bekerjasama 
dengan Polres Tegal adalah BAPAS (balai pemasyarakatan), Dinas 
Pemberdayaan Korban, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana ( Dinas P3A dan P2KB ), Dinas Sosial, Rumah sakit
51
. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak pada Pasal 65,  BAPAS  (balai pemasyarakatan) 
bertugas : 
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
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selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk 
melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. 
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di 
luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. 
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di 
LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai 
tindakanmelakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 
terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 
Menurut Kepala Unit PPA Iptu Aris Maryono, S.H. jika pelaku merupakan 
masih dibawah umur maka pendampingan yang harus dilakukannya dengan 
memperhatikan hak-hak anak tersebut meskipun telah melakukan perbuatan 
tindak pidana. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak 
diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya. Serta melakukan upaya Diversi, diversi 
merupakanpengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana sampai keluar proses peradilan pidana
52
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C . Pembahasan dan Analisis 
Pada dasarnya Pelecehan seksual terhadap korban telah diatur di berbagai 
Undang-undang. Khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan pada Pasal 69A Perlindungan khusus bagi 
anak korban kejahatan seksual dengan mengupayakan edukasi tentang 
kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, 
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, 
pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang 
pengadilan.  
Kemudiaan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dengan ditetapkannya Undang-
undang tersebut agar memberikan unsur efek jera pada pelaku serta 
penambahan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), unsur 
kekerasan seksual dapat ditemui pada  Bab XIV Buku II tentang Kejahatan 
Kesusilaan Pasal 281-303, Bentuk tindakpidana kesusilaan dalam KUHP 
yang dapat termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, antara lain : tindak 
pidana perzinahan Pasal 284, perkosaan Pasal 285, perkosaan dengan korban 




bawah lima belas tahun Pasal 287, dan pencabulan Pasal 289-291. Kekerasan 
seksual juga diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pada Pasal 8, kekerasan 
seksual yang dimaksud adalah kekerasan seksual yang hanya didalam ruang 
lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual juga dapat ditemui pada Undang-
undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, menjelaskan serta 
mengatur tentang kekerasan seksual yang berbau pornografi, yaitu pada Pasal 
4 Bab II. 
Pada dasarnya segala bentuk pelecehan seksual yang dijelaskan di 
berbagai Undang-undang yang berlaku, kekerasan seksual tetap mengacu 
pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
secara signifikan memasukan unsur efek jera atau pidana tambahan berupa 
kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik sertarehabilitasi bagi 
pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal menggunakan 
perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif 
merupakan suatu tindakan yang dilakukan Polres Resor Tegal untuk 
mencegah semakin banyaknya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan 
seksual, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada 




dilakukan unit PPA Polres Resor Tegal dalam melaksanakan bentuk 
pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan 
untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis 
korban sebagai pelapor atau saksi korban di wilayah hukum Polres Resor 
Tegal. Serta agar terciptanya masyarakat yang tertib Polres Resor Tegal 
melakukan penyuluhan hukum, mengadakan Patroli secara rutin, sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan oleh Kapolres. Maka dari itu penegakan 
hukum yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal sesuai dengan apa yang 
menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum. 
Berdasarkan Data yang diperoleh penulis kekerasan seksual terhadap 
anak di daerah Kabupaten Tegal pada Tahun 2015-2019 sebanyak 56 kasus, 
diantaranya kasus perdata tersebut dapat dilihat bahwa kasus pemerkosaan 
paling tinggi diantara kasus lainnya, oleh sebab itu, penegak hukum 
khususnya Polres Resor Tegal harus menegakan hukum sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Mengingat tingginya 
angka kekerasan seksual terhadap anak. 
Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Advokat dengan memberikan  
penyuluhan hukum serta mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan 
terkait pentingnya Perlindungan Anak dari bahaya kekerasan, khususnya 
kekerasan seksual terhadap anak. Pelaksanaan penyuluhan Bekerjasama 
dengan Lembaga Bantuan Hukum di kota Tegal dari tingkat desa, kelurahan 
dan kecamatan, khususnya daerah yang rawan adanya tindak pidana 




tetapi di tingkat pendidikan atau di sekolah-sekolah, universitas, pondok 
pesantren. Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, tetapi 









1. Upaya pendampingan hukum yang diberikan oleh advokat terhadap korban 
Kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Pendampingan adalah segala upaya dalam pemenuhan 
hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada 
korban dan saksi. Pendampingan pada korban dapat diberikan pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atas dasar inisiatif dari aparat hukum, 
aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. 
 
2. Undang-undang Advokat memiliki batasan yang berkaitan dengan kode etik 
yang diatur pasal 26 ayat (1) undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang 




1. Upaya Advokat dalam Pendampingan Korban Pelecehan seksual dengan 
menggunakan cara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan 
pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan rasa 




2. Dibutuhkan berbagai perbaikan baik dari materiil maupun formil dalam 
kerangka pencegahan, pengahapusan, dan pendampingan korban tindak 
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